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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Lalu lintas adalah gerak
Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.* Tentang lalu lintas dan
angkutan jalan, adalah suatu aturan hukum. yang mengatur tentang penegakan
hukum di bidang lalu lintas dan kebutuhan pada transportasi.” Kejahatan lalu
lintas merupakan kejahatan rutin, dilakukan oleh kebanyakan orang karena
aktivitas kendaraan dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah
kelalaian atau culpa atau dalam kosakata bahasa indonesia kealpaan, artinya
bukan kejahatan yang direncanakan, bukan kejahatan yang dikehendaki akibatnya
atau bukan kejahatan yang dianggap berat tanggung jawabnya. Rotator adalah
lampu mobil yang menjadi salah satu aksesoris mobil. Rotator juga sering disebut
lampu isyarat. Lampu rotator tidak boleh digunakan pada sembarang kendaraan.
Strobo adalah lampu sinyal yang digunakan kendaraan khusus untuk menandakan
adanya keadaan darurat.

Pengaturan lantas dan angkutan jalan sekarang terdapat di UU LLAJ
mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, lalu diwujudkan selanjutnya di beberapa
Peraturan Pemerintah, yakni PP No. 32 Tahun 2011. Disini dibahas mengenai
analisa dampak, manajemen rekayasa, dan juga manajemen kebutuhan lalu

lintas. PP No. 37 Tahun 2011 mengenai forum lalu lintas dan angkutan jalan. PP

thttps://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf dikutip 4 Maret 2023 pukul
3:22 WIB.

*https:Pengertian lalu lintas&angkutan jalan//www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/
UU_2009_22.pdfBAB | ketentuan umumpasal 1 dikutip7 februari2023 pukul7:34 WIB.



No. 55 Tahun 2012 mengenai kendaraan. Selanjutnya PP No. 80 Tahun 2012
mengenai tata cara pemeriksaan di jalan kendaraan bermotor dan penindakan bagi
pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian PP No. 74 Tahun 2014
tentang angkutan jalan. Peraturan lainnya adalah Peraturan Pemerintah No. 30
Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal
itu tidak menutup kemungkinan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas karena
kurang disiplin masyarakat untuk mentaati UU LLAJ ini, UU LLAJ Pasal 57 ayat
3 mengatur juga perlindungan keselamatan berkendaraan. Oleh sebab itu,
kendaraan yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana paling lama sebulan atau
didenda maksimal Rp. 250.000 (menurut pasal 278). Walaupun sudah begitu ketat
aturan pada pengendara mengenai alat pelindung kepala atau helm, masyarakat
masih saja abai dan acuh bahkan untuk keselamatannya sendiri. Hal seperti yang
terlihat sederhana namun bersifat mendesak dan memaksa masyarakat, untuk
patuh terhadap aturan berlalu lintas dijalan karena setiap warga negara Indonesia
yang sudah memliki SIM (Surat 1zin Mengemudi), memiliki hak dan kewajiban
serta jaminan keselamatan berkendara di jalan raya.

Peneliti akan mengulas mengenai kendaraan yang memang memliki
keistimewaan pada pengoperasiannya dan ini terdapat pada pasal 134 dan 135
Undang-undang LLAJ, khususnya pasal 134, disebutkan beberapa kelompok
pemakai jalan yang memiliki prioritas yaitu: 1). Mobil Pemadam Kebakaran (saat
bertugas) 2). Ambulans sedang membawa orang sakit. 3). Kendaraan khusus yang
menolong kecelakaan lalu lintas. 4). Kendaraan pemimpin lembaga negara kita 5).

Kendaraan pimpinan dan pejabat luar negeri dan tamu internasional (tamu



negara). 6). Rombongan yang mengantar mayat. 7). Konvoi dan/ atau kendaraan
untuk kepentingan khusus diberi izin oleh anggota Kepolisian Negara Kita.

Kendaraan diatas memakai lampu rotator (merah/biru) dan sirine untuk dapat
menembus kemacetan jalan. Ini bisa diprioritaskan untuk boleh menerobos lampu
merah, boleh melewati lajur bahu jalan dan boleh melawan arah.

Pada kenyataanya selama ini, banyak sekali komunitas ojek online yang
menggunakan alasan pertolongan nyawa atau mengantar orang kerumah sakit
dengan menggunakan strobo dan rotator yang jelas-jelas dilarang oleh Kepolisian
lalu lintas dengan dasar hukum pasal 134 UU.LLAJ yang berbunyi “Kendaraan
yang diprioritaskan” dalam menggunakan sirene dan strobo. Bila melihat fakta di
lapangan banyak sekali pelanggar lalu lintas mengenai pasal 134 UU LLAJ, yang
memang sudah diberikan sanksi tilang dan ada tidak sedikit yang menyebabkan
pengguna jalan lain resah karena komunitas escorting ini. Escorting sendiri
memiliki arti arti kata escorting dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia
adalah mengawal ®

Maka dari itu Kepolisian lalu lintas tidak segan untuk membubarkan
pengawalan para escorting walaupun bertujuan baik namun, hal ini tidak
dibenarkan, kondisi ini adalah sebuah dilema akan keselamatan sang pasien yang
kadang harus meregang nyawa karena kemacetan. Walaupun ambulance sendiri
dapat keistimewaan dan hak dari pasal 134, UU LLAJ, tetap saja pengguna jalan

lain tidak menghiraukan bahwa ada sebuah mobil ambulance yang memang

® https:definisi  escorting//pajak.ceklengkap.com/artikel/arti-kata-escorting-adalah/dikunjungi
pada,27 november 2022,jam 22.28.WIB


https://pajak.ceklengkap.com/artikel/arti-kata-escorting-adalah/dikunjungi%20pada,27
https://pajak.ceklengkap.com/artikel/arti-kata-escorting-adalah/dikunjungi%20pada,27

sedang membawa korban kecelakaan lalu lintas, ibu hamil, orang sakit dalam
keadaan kritis dan lain-lain.

Banyak juga yang sampai menghadang laju ambulance dan berakibatnya sang
pasien meninggal dunia. Akhirnya masalah tersebut mengundang datangnya
simpati dari komunitas escorting suka relawan, untuk mengawal mobil
ambulance. Walaupun bertujuan menolong nyawa seseorang namun hal ini
dilarang oleh Kepolisian lalu lintas karena dengan jelas melanggar hukum berlalu
lintas, karena sepeda motor seperti ojek online tersebut tidak masuk kategori
“Kendaraan Yang Diprioritaskan. ”

Seperti contoh kasus, kasus penghadangan mobil ambulans dikawasan
Pondok Indah yang mengakibatkan pasien meninggal dunia, hal ini dilakukan
oleh kendaraan pribadi, meski sirene tetap berbunyi pada ambulance tersebut.
Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Agustus 2020.“Yang membuat sang pasien
meninggal dunia dan pengendara mobil pribadi tersebut di tilang dengan pasal
UU LLAJ Pasal 287 ayat 4 oleh pihak kepolisian lalu lintas Polres Jakarta
Selatan. Karena tidak memberikan prioritas kepada mobil ambulance yang sedang
membawa pasien.’

UU LLAJ Pasal 59 ayat 5 mengatur penggunaan lampu rotator dan sirene.
Pasal 72 PP No 43 Tahun 1993 mengenai Sarana dan Prasarana dan Lalu Lintas

Jalan serta pihak berwenangan menggunakan lampu isyarat disertai sirene. Ini

* https://news.detik.com/berita/d-5141280/viral-mobil-pribadi-halangi-ambulans-di-pondok-indah-
jaksel,dikunjungi pada 9 September 2022 jam 19.00.WIB

> https://news.detik.com/berita/d-5141383/viral-mobil-halangi-ambulans-di-jaksel-ini-
ancaman-pidananya diakses pada 30 november 2022 pukul.01.08.WIB


https://news.detik.com/berita/d-5141383/viral-mobil-halangi-ambulans-di-jaksel-ini-ancaman-pidananya
https://news.detik.com/berita/d-5141383/viral-mobil-halangi-ambulans-di-jaksel-ini-ancaman-pidananya

bagi petugas tertentu yang diberi wewenang hak prioritas mempergunakan lalu
lintas.

Terdapat pula kendaraan yang diprioritaskan seperti iring pawai, atau
kendaraan orang cacat, dan kendaraan yang khusus membawa barang khusus.
Prioritas ini dikawal oleh anggota.

Kendaraan sipil yang menggunakan rotator dan sirine berbahaya dan
mengganggu pemakai jalan lain karena pemakai jalan lain akan berpikir bahwa
kendaraan tersebut adalah petugas yang sedang menjalankan kewenangannya
yang menggunakan perlengkapan tersebut.

Bahayanya adalah pancaraan cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut
sangat terang yang bisa menyilaukan. Diatur dalam UU LLAJ, Pasal 58 bahwa
“Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan
yang bias mengganggu keselamatan falu lintas™.

Keadaan itu yang membuat peneliti tertarik, dalam penulisan skripsi ini.
Disaat nyawa seorang manusia harus diselamatkan tetapi terbentur dengan aturan
yang harus ditaati di masyarakat, namun kesalahan memang jelas terlihat tidak
sepantasnya kendaraan sipil apa lagi roda dua memasang lampu isyarat dalam hal
ini “Sirene dan Rotator.”

Sebuah mobil sedan yang sedang melaju di Jalan Raya Gaplek, Pamulang
viral karena menghalangi ambulans yang hendak melintas. Menurut saksi terlihat
bahwa mobil ambulans sudah membunyikan sirine dan menyalakan lampu rotator
untuk memberi tanda darurat terhadap kendaraan di depannya. Pengemudi dan co-

driver ambulans mengaku mereka membuat kabar bohong. “Kami tidak



melanjutkan proses hukumnya.” Polisi akan menegur pengemudi ambulans bahwa
di tengah pandemi ini harus bahu membahu menghadapi penanggulangan Covid-
19. Ambulans ini tidak termasuk ke dalam kategori kendaraan yang diprioritaskan.
Sehingga Satlantas Polres Tangerang Selatan berkesimpulan bahwa kendaraan
sedan tidak melanggar pasal 287 ayat 4 karena memamng tidak ada pasien Kkritis
yang dibawa dalam ambulance tersebut. Dari pengurus RT dan RW perumahan
setempat yang disebut supir ambulans bahwa tidak ada warga yang meninggal di
perumahan itu. “Kami menyimpulkan bahwa ambulans itu tidak sedang
melaksanakan tugasnya”.®

Penggunaan Sirene dan Rotator hanya untuk kendaraan tertentu yang jelas
memiliki kepentingan dan kebutuhan ‘dijalan raya dan warna dari strobo dan
rotator pun memiliki-arti, bukan untuk sembarang kendaraan apalagi kendaraan
sipil roda dua, contoh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas patroli rutin,
pengawalan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat untuk kepentingan
Garnisun, pengamanan bandara oleh TNI Angkatan Udara pengawasan jalan tol,
pengawasan jalan oleh anggota Dinas Perhubungan. Untuk Instansi negara militer
berwarna biru, untuk dinas Pemadam Kebakaran dan Ambulance berwarna merah
atau dalam kata lain kendaraan yang memang bertujuan untuk kebutuhan darurat
sipil. Dalam hal ini peneliti sangat tertarik mengenai kasus ini dikarenakan, fungsi
strobo dan rotator sangatlah vital dan penting. Hal tersebutlah yang membuat
peneliti ingin membahas kedudukan serta kegunaan strobo dan rotator dengan

prosedur hukum yang berlaku. Ini alasan peneliti mengangkat judul skripsi

®  https://metro.tempo.co/read/1490743/viral-ambulans-dihalangi-sedan-polisi-sebut-sopir-

berbohong,dikunjungi padatanggal 30 november jam 01.33WIB



dengan judul, ”Penyalahgunaan Strobo dan Rotator pada Komunitas Ojek Online
yang tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Strobo dan Rotator?

2. Bagaimana Pengunaan Rotator dan Strobo dalam Ketentuan Hukum yang
Berlaku di dalam UULLAJ?

1.3 Tujuan Penelitian

Hal yang dijadikan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi 'yang tegas ~Bagi kendaraan yang
menyalahgunakan Strobo dan Rotator.

2. Untuk mengetahui penggunaan Strobo dan Rotator dalam ketentuan yang
berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis: secara umum bisa berguna untuk perkembangan ilmu
hukum dan dan secara khusus berguna untuk penerapan lampu rotator
dalam komunitas escorting ambulans.

2. Manfaat Praktis: harapannya adalah penelitian ini dapat bermanfaat bagi

berbagai pihak seperti:



a. Kepolisian diharapkan supaya penindakan dan aturan mengenai
penerapan lampu rotator oleh masyarakat sipil lebih diperjelas dan
ditindak serius.

b. Komunitas escorting atau masyarakat umum, diharapkan supaya tidak
mempergunakan lampu rotator sembarangan mengikuti aturan
penggunaan lampu rotator ini telah dicantumkan dalam UU Nomor 22
Tahun 2009.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB | -~ : Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB Il : Tinjauan Umum mengenai Strobo dan Rotator, Pengertian Strobo dan
Rotator, Pengertian mengenai Lalu lintas dan Jalan, Tinjauan Teoritis.

BAB Ill : Tempat dan Waktu Penelitian, Desain penelitian, Populasi dan
Sampel, Unit Analisis dan Bahan Sumber Penelitian, dan Teknik
Pengumpulan Data.

BAB IV : Hasil Penelitian

BAB V : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB I1
TINJAUAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yaitu kajian dilakukan oleh peneliti yang lebih dahulu
bisa diperoleh dari sumber ilmiah (skripsi, disertasi atau jurnal penelitian).
Dibawah ini adalah penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan
penelitian:
Ru'yan, Ali Hazri (2018) PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI LALU
LINTAS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMAKAIAN
LAMPU STROBO -~ OLEH — KENDARAAN  BERMOTOR  MILIK
MASYARAKAT (Studi di Unit Laka Lantas Polresta Padang), Diploma thesis,
Universitas Andalas. Dalam penelitian tersebut peneliti-mengkaji tentang upaya
kepolisian lalu lintas untuk mengurangi dan penindakan-penegakan hukum dalam
lalu lintas dalam menertibkan penggunaan strobo dan rotator oleh kendaraan
pribadi. Latar belakang penelitian disini adalah terlihat sering terjadi dan
mengamati perilaku masyarakat umum yang memakai strobo dan rotator pada
kendaraan pribadi yang tidak sesuai UULLAJ, dan hanya untuk kebutuhan
komersil. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis yuridis.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 287(4) UNDANG UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi
Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung). Dalam penelitian ini, peneliti

lebih menekan pada permasalahan kendala, serta upaya pihak polisi lalu lintas



dalam menegakkan UULLAJ. Menurut pasal 287 ayat 4, Pengemudi tidak boleh
melanggar hak utama Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan
dengan bunyi dan sinar.

Penelitian lain adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan
Sirene dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru Oleh:
Jamri Tumpak Hamonangan S. Kajian ilmiah ini difokuskan untuk memberikan
informasi  kepada masyarakat, mengenai sanksi. bagi kendaraan yang
menyalahgunakan dan apa hukuman yang tepat bagi kendaraan yang melanggar
UULLAJ pasal dalam penerapan sanksi kepada pelanggar Pasal 59 ayat (5).

Tabel 1. Penelitian terdahulu mengenai Strobo dan Rotator

Judul LLokasi Penelitian Perbedaan

a. Ru'yan, Ali  Hazri (2018) | Unit Laka | Fokus — kasus  pada
Penegakan  hukum oleh | kepolisian = Lalu | kendaraan pribadi yang
polisilalu lintas terhadap | lintas Polresta | mengunakan Strobo dan
tindak pidana pelanggaran | padang Rotator

pemakaian lampu strobo

oleh kendaraan bermotor

milik masyarakat

. b.Penegakan hukum | Studi  Kasus di | Kendala petugas
terhadap penggunaan lampu | Wilayah ~ Hukum | kepolisian dalam
rotator dihubungkan | Polrestabes menjalan operasi di jalan
denganpasal 287 (4) | Bandung dalam penindakan
undangundang nomor 22 pengunaan Strobo dan
tahun 2009 tentang Rotator

lalulintas dan angkutan

jalan

. Penegakan Hukum | Polisi Lalu Lintas | Lebih menekankan pada
Terhadap Pelanggaran | Resor Kota | pemberian sanksi
Penggunaan Sirene dan | Pekanbaru kepada pelanggar
Lampu Rotator Oleh Polisi penyalahgunaan Strobo
Lalu Lintas Resor Kota dan Rotator

Pekanbaru
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2.2 Pengertian dan Fungsi Strobo dan Rotator

Lampu strobo/ lampu stroboskopik, adalah suatu alat untuk menghasilkan
kilatan sinar. Alat tersebut adalah salah satu alat yang dapat dipakai
’sebagai stroboskop. Kata itu berasal dari kata Yunani strobos (bahasa Yunani )
yang berarti “berputar” atau lampu sinyal. Dipakai oleh kendaraan pemerintah
atau kendaraan yang telah diizinkan oleh undang-undang untuk membantu
pengendara yang mengemudi atau penumpang didalamnya posisi strobo.
Diletakkan diatas kendaraan atau pada bagian bagian belakang kiri sepeda motor
instansi-milik pemerintah. Tentu dengan penggolongan dengan tiga warna dan
arti  yang berbeda Untuk sampai ketujuan dengan tepat waktu, serta untuk
mengurai  Kemacetan atau memberikan pertanda isyarat tertentu  kepada
kendaraan lain agar dapat memberi’ jalan dan keleluasaan, bagi kendaraan lain di
jalan bahwa ada kendaraan yang harus diutamakan haknya dan kendaraan yang
memiliki kepentingan khusus dan darurat.

Rotator adalah lampu peringatan, dalam undang-undang disebut sebagai
lampu isyarat yang fungsinya meminta hak untuk diutamakan bagi pengguna
lampu rotator supaya pengguna jalan lain memberikan kesempatan atau memberi
jalan bagi penyandang hak prioritas bagi penggunaan lampu isyarat. Arti kata
rotator bersumber dari. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memilki arti
konstruksi yang menyebabkan berputarnya suatu cahaya. ® Yang posisinya

diletakkan diatas nomor polisi kendaraan Alat pemberi isyarat lalu lintas

’ Davies, D (1998). "Diver location devices". Journal of the South Pacific Underwater
Medicine Society. 28 (3). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-19. Diakses tanggal 2019-
04-02.7?strobo
8 Jlglosarium.org,KBBI/arti-rotator/diakses-2019-09-11/pengertian rotator
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merupakan peralatan elektronik berupa lampu berpancaran cahaya, berwarna
tertentu dan bisa juga disertai bunyi yang memberikan isyarat atau tanda dalam
mengatur lalu lintas pengguna jalan seperti di persimpangan atau di ruas jalan.
Dalam pasal 59 Undang-undang LLAJ:

Strobo dan Rotator digolongkan dengan tiga warna Yyaitu merah,

biru,kuning. Warna merah- diperuntukkan pada, 1). Pemadam Kebakaran,

2). Ambulance, 3).Mobil Jenazah. Warna biru diperuntukan pada mobil dan

4). Motor Kepolisian, 5).mobil dinas Kejaksaan. 6). Mobil tahanan, dan

7)..Kendaraan TNI serta 8). Dinas Perhubungan. Warna kuning digunakan

untuk 9).Petugas Jasa Marga, 10). Pengawasan dan Pertolongan di jalan tol,

11). kendaraan dinas Pertamanan dan Pemakaman serta  kendaran

12). Petugas Dinas Pekerjaan 'Umum. Serta dilengkapi dengan sirene pada

pengoperasiannya. Hal ini tidak dilarang oleh Undang-Undang lantas dan

Angkutan Jalan Pasal 59 UULLAJ dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun

1993.

Penertiban dan tindakan pencegahan oleh aparat kepolisian belum maksimal
pada pelanggaran penggunaan rotator dan sirene oleh kendaraan sipil walaupun
sudah diatur sanksi kepada pelanggaran Pasal 59 ayat (5). Ini juga diatur hukum
pidana yaitu Pasal 287 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas
Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (5), penggunaan lampu isyarat dan
sirene sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009

yang menyatakan sebagai berikut:
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a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan
Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan
Bermotor tahanan, pengawalan TNI, Pemadam Kebakaran, Ambulans,
palang merah, rescue, dan jenazah; dan

c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan
Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum,
menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Kendaraan khusus yang boleh menggunakan lampu isyarat seperti lampu dan
sirene. Kendaraan-kendaraan khusus 'mempunyai kewenangan menggunakannya.
Kendaraan sipil tidak diperbolehkan. Adapun -dasar hukum mengatur
penggunaannya adalah Pasal 72 PP No. 43 tahun 1993. pasal 72 Peraturan
Pemerintah No 43 tahun 1993 menerangkan lagi disebutkan isyarat peringatan
yang berupa lampu isyarat di sertai sirene hanya dapat digunakan oleh: 1).
Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk
kendaraan yang diperuntukkan untuk keperluan pemadam kebakaran. Ambulans
yang sedang mengangkut orang sakit:. 2). Kendaraan jenazah yang sedang
mengangkut jenazah. 3). Kendaraan petugas penegak hukum yang sedang
melaksanakan tugas; dan 4). Kendaraan petugas pengawal kendaraan kepala
negara atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara instansi. Ini ditelah kita
bahas. PP N0.30 Tahun 2021 menerangkan bahwa penggunaan lampu isyarat

berupa rotator, strobo, dan sirene telah diatur pada peraturan bidang lalu lintas dan
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angkutan jalan. Pada Pasal 11 bab ketentuan umum yang berbunyi: Alat Pemberi

Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu

yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang

dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Lampu rotator diartikan lampu yang memancarkan cahaya terang berwarna

sebagai kode tertentu oleh petugas yang dalam kewenangan menjalankan tugas

tertentu. Aturan Pasal 59 UU LLAJ yang berbunyi:

1).

2).

3).

4),

5).

Untuk kepentingan tertentu. Kendaraan bermotor dapat dilengkapi

dengan lampu isyarat dan/ atau sirene.

Lampu isyarat sebagaimana yang di maksud pada ayat 1, UU LLAJ

terdiri atas warna: a.Merah' b.Biru c.Kuning.

Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana di maksud ayat 1

berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama

lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU

UU LLAJ huruf ¢ berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna

jalan lain.

Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) UU LLAJ sebagai berikut:

a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan
Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan

Bermotor tahanan, pengawalaTentara Nasional Indonesia, pemadam

14



kebakaran, ambulans, palang merah, tim sar/ basarnas, dan jenazah;
dan

c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan
Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas
umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Lampu rotator dan juga sirene hanya boleh digunakan oleh pengguna jalan/
kendaraan yang memperoleh hak utama dan prioritas supaya didahulukan sesuai
dengan- ketentuan prioritas yang menurut Pasal 134 UU LLAJ. Pasal tersebut
berbunyi:

Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; Ambulans

yang mengangkut orang sakit: Kendaraan untuk memberikan pertolongan

pada kecelakaan Lalu lintas: Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik

Indonesia; Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga

internasional yang menjadi tamu negara; Iring-iringan pengantar jenazah

dan;

Konvoi = dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut
pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tata cara pengaturan kelancaran lalu lintas dimuat dalam Pasal 135 UU
LLAJ, yaitu:

Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

134 UU LLAJ harus dengan dikawal oleh petugas Kepolisian Negara
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Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru

dan berbunyi sirene

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika
mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UU LLAJ.
Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan

yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 UU LLAJ.

2.3. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Undang-undang LLAJ, pengertiannya adalah: Lalu lintas dan angkutan
jalan, adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan,
jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,
kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.’ Pengertian Lalu
lintas yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Didalamnya
terdapat, pengangkutan yang memiliki arti perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu
lintas jalan. Serta dilengkapi dengan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; yaitu
serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan pada
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Wajib dilengkapi prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan diantara lain ruang lalu lintas, terminal, dan
perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas,
alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan

jalan, serta fasilitas pendukung. Untuk menunjang kelancaran beroperasinya

°  https:pengertian lalu lintas dan angkutan jalan//rendratopan.com/2019/05/02/lalu-lintas-dan-

angkutan-jalan/diakses26/10/2022 jam 19.30
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kendaraan Undang-Undang LLAJ ini menganut asas Transparan, memilki arti
bahwa UU LLAJ harus memberikan memberikan layanan dalam bidang
transportasi secara terbuka dan publik dapat mengakses dan menjangkau segala
kebutuhan transportasi. Akuntabel memilki arti segala sesuatu yang berkaitan
dengan jasa transportasi atau kelaikan berkendara serta peningkatan kinerja jasa
transportasi, yang profesional dan terpadu sudah sesuai dan terukur sesuai
fungsinya. Berkelanjutan memiliki arti bahwa apa yang sudah diamanatkan oleh
UU LLAJ dalam menjaga dan menjalankan fungsi negara di bidang transportasi
terus berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Partisipatif, memiliki arti bahwa
dalam penerapannya diharapkan masyarakat bisa menjalankannya dengan baik,
tidak hanya dari sisi_pemerintah saja.  Efisien memiliki arti bahwa UU LLAJ,
adalah suatu produk hukum yang mengatur kehidupan berlalu lintas dan Efektif
memliki arti bahwa UU LLAJ, dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi
masyarakat mengakses alat transportasi serta segala jenis pelayanan transportasi
publik, seimbang memilki arti tidak perbedaan dalam masyarakat mendapatkan
hak dan kewajiban berlalu lintas. Terpadu memilki arti UULLAJ, memiliki sistem
yang sudah rapi dalam mengelola transportasi dan lalu lintas, dan asas mandiri
memiliki arti UULLAJ, sudah membuktikan dan menjadikan transportasi alat
kebutuhan yang terpercaya dari segala aspek, bertujuan untuk mewujudkan
layanan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib, dan
terpadu dengan moda angkutan lain demi mendukung perekonomian nasional,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkukuh persatuan dan kesatuan

bangsa serta martabat bangsa bangsa dapat terjunjung. Tujuan lainnya adalah
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mewujudkan penegakan hukum dan kepastian masyarakat, serta mewujudkan
etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
2.4 Tinjauan Teoritis

Disini peneliti akan mempergunakan lebih dari satu teori seperti teori
penegakan hukum, kesadaran hokum. Ini dipergunakan sebagai bahan untuk
melakukan analisa. Teori diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum bertujuan untuk ditegakkan, tujuannya mesti memiliki nilai moral
yang berkeadilan. Nilai moral itu mesti dapat dilaksanakan pada realitas nyata.
Hukum harus memenuhi nilai-nilai yang dapat terealisasikan.

Indonesia adalah negara hukum, penegakan hukum dijamin oleh negara,
berarti negara harus menjamin terciptanya keadilan untuk setiap warga negara
pada penegakan hukum. Penegakan hukum' merupakan suatu tujuan hukum
tersebut. Nilai moral berupa keadilan harus dimiliki oleh tujuan hukum. Nilai itu
mesti bisa terwujud pada realitas nyata. Suatu hukum akan bisa diakui bila
maksud atau nilai-nilai moral padanya dapat terlaksana. Mantan Ketua
Mahkamah * Konstitusi Prof. Dr.H. Jimly Asshiddigie, S.H., M.H. mengatakan
bahwa, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang
mengangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah
hukum, tapi memiliki unsur penilaian pribadi.® Setiap norma hukum sudah
dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-

kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma norma hukum

10 Jimly Asshiddigie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses tanggal 6 februari
2020. dikunjungi 7 September 2022 Jam 2022.WIB
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yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban kewajiban
yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya,
persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang
niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.**

Penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan perundang-undangan, meski
dalam kenyataannya Indonesia merupakan negara hukum yang mana menjadikan
undang-undang sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan
hukum bukan hanya berdasarkan dari keputusan-petusan hakim, jika pelaksanaan
perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim mengganggu kedamaian di
dalam pergaulan hidup malah akan memiliki kelemahan. Bahwa masalah yang
ada dalam penegakan hukum terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga dampak
positif dan negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor berikut yang
mempengaruhi penegakan hukum.*? Diantaranya adalah:

1. Faktor hukumnya.

2. Faktor penegakan hukum, adalah pihak pembentuk dan yang
menerapkannya.

3. [Faktor sarana atau fasilitas, untuk mendukung penegakan hukum itu.

4. Faktor kebudayaan, adalah sebagai cipta, hasil karya, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Beberapa

faktor ini sangat berkaitan disebabkan merupakan hakikat dari penegakan

11 Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2007, him. 7 dikunjungi 7 September 2022 Jam 2022.WIB
12 https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-
hukum-siswa-catat-ya?dikunjungilfebruari2023 jam 16.30 WIB.
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hukum dan tolak ukur pada efektivitas penegakan hukum. Faktor
masyarakat juga berpengaruh (lingkungan tempat hukum itu berada dan
dipraktekkan).

5. [Faktor Masyarakat, seperti Indonesia yang majemuk secara sosial dan
budaya dengan beragam golongan etnik. Penegak hukum harus
mengetahui stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat di suatu

lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan padanya.

2. Teori Kesadaran Hukum

Pada teori ini menitik beratkan di setiap subjek hukum, yang mana muncul di
proses penerapan hukum positif. Terdapat ketidaksesuaian peraturan pengendalian
sosial dari kesadaran masyaratkat atau penguasa dengan kenyataan. Hukum positif
serint tidak ditaati. Kita menghendaki adanya keselarasan (penguasa, kesadaran
masyarakat dan kenyataan dipatuhninya hukum positif).

Ajaran-ajaran tentang Rechtsgefuhl atau Rechtsbewusstsein mengemukakan
mengenai kesadaran masyarakat sebagai dasar hukum positif. Intinya adalah tidak
ada hukum yang mengikat tanpa kesadaran hokum.

Menurut Suherman Toha, kesadaran hukum merupakan suatu kondisi di mana
masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri,
tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum

masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan
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sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.> Maka dari itu
hanya kendaraan tertentu saja yang diizinkan, oleh UULLAJ, tidak semua
kendaraan memiliki keistimewaan dalam menggunakan strobo dan rotator.
Walaupun memiliki alasan untuk menyelamatkan orang sakit, ibu melahirkan atau
juga korban kecelakaan, yang membutuhkan pertolongan.Hal ini juga berlaku
bagi rodadua dan juga kendaraan roda empat.Namun untuk kendaraan roda dua
memilki, dasar hukum khusus, yaitu UU.No 2 tahun 2022, pasal 106 ayat 4butir f
tentang jalan .Yang membahas mengenai sepeda motor,serta dalam UULLAJ
yang tertera dalam pasal 58, yang berbunyi “Setiap Kendaraan Bermotor yang
dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu
keselamatan berlalu lintas”. Pasal /59, yang berbunyi “Setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai
penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat
peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal
106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).” Serta mengenai penggolongan kendaraannya yang tercatat dalam, pasal
134 yang berbunyi “Merujuk pada UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya pasal 134, disebutkan ada tujuh kelompok
pengguna jalan yang memiliki hak utama untuk didahulukan yaitu Kendaraan
pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Ambulans yang

mengangkut orang sakit. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada

'3 Suherman Toha, Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat,
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, him. 19.
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kecelakaan lalu lintas. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik
Indonesia.Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga
internasional yang menjadi tamu negara.lring-iringan pengantar jenazah. Konvoi
dan / atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan tidak lupa menaati dan
mengikuti aturan mengenai modifikasi, yang bersumber dari, UULLAJ yang
terdapat dalam pasal 277 UULLAJ Jika modifikasi dilakukan tanpa uji tipe, maka
berdasarkan Pasal 277 UULLAJ pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi
pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Pasal
277 UULLAJ, berupa sanksi aturan teguran secara tertulis, untuk kendaraan yang
akan memasang aksesoris tambahan dalam hal ini, strobo dan rotator.Dan harus
dinyatakan layak pakai sesuai klasifikasi pasal 50 UULLAJ, yang dijelaskan
sebagai berikut ada di pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan uji tipe wajib dilakukan bagi setiap
kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat
dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang
menyebabkan perubahan tipe.Selain itu ada juga aturan pidana, yang khusus
mengatur sanksi pidana mengenai penyalahgunaan strobo dan rotator, yaitu pasal
287 ayat 4, Pasal 287 UU LLAJ. Berikut isinya:
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu
Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau

Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b
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dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda
paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat
Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(4) huruf ¢ dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau- denda paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lTima puluh ribu rupiah).

(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi
Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi
dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4)
huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115
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huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan
Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa setiap ayatnya pada Pasal 287 UU

LLAJ mengatur pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

(1) Pelanggaran rambu lalu lintas: Rp 500.000

(2) Pelanggaran alat pemberi isyarat lalu lintas: Rp 500.000

(3) Pelanggaran gerakan lalu lintas'dan/atau tata cara berhenti dan parkir: Rp
250.000

(4) Pelanggaran menggunakan bunyi dan sinar (sirine): Rp 250.000

(5) Pelanggaran batas kecepatan: Rp 500.000

(6) Pelanggaran penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain: Rp
250.000.

Mengenai masalah ini Krabbe, menyatakan, bahwasanya selain kekuasaan
dan wewenang publik, maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia.
Kesadaran tersebut menjadi sebuah bawaan dan mendarah daging pada setiap
manusia dan memiliki kekuaatan yang lebih besar dari pada wewewang lainnya.

Pendapat tersebut mengarahkan pada persoalan bagaimana masyarakat menyadari
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untuk siapa hukum itu dibuat dan menerima hukum tersebut. Adanya peraturan
atau hukum yang dibuat tidak lepas dari kesadaran kelompok sosial.

Hal utama dan faktor terpenting adalah kesungguhan dari tekanan-tekanan
sosial selain dari peraturan-peraturan yang sudah ada yang mana nantinya dapat
menimbulkan ketaatan. Peraturan atau hukum yang dibuat juga harus dapat
menyesuaikan dengan keadaan dan watak masyarakat, apabila tidak cocok dengan
kesadaran atau perasaan masyarakat maka dapat menimbulkan pertentangan,
semakin besar pertentangan yang ditimbulkan maka akan semakin sulit dalam
penerapan hukumnya.'* Seperti kita ketahui bahwasannya pembentuk hukum
dapat memberlakukan peraturan dengan paksaan namun akibat yang ditimbulkan
adalah meningkatnya biaya-biaya sosial hal ini berkaitan dengan modifikasi
menurut ketentuan pasal 12 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
Modifikasi (PP No0.55/2012). menjelaskan bahwa Modifikasi Kendaraan adalah
perubahan terhadap terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin,dan/ atau
kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini sering salah kaprah
dalam pengunaan lampu rotator dan sirene yang disalah gunakan oleh pengendara
lain untuk menjalankan tugasnya.

Menurut peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2012 tentang peraturan lalu lintas. Dalam keadaan tertentu dan penggunaan
jalan Selain untuk kegiatan lalu lintas di atur pada pasal 1 ayat 15 UU LLAJ, pasal

9 huruf a UU LLAJ di terangkan bahwa:

14 Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982, him.
145
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Pasal 1 ayat 15 UU LLAJ: Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkai
elektronik dengan menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi isyarat
bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan
atau pada ruas jalan.

Pasal 9 huruf a: lampu rotator berwarna biru, yang berfungsi sebagai

peringatan bagi pengguna jalan-untuk memperlambat laju kendaraan.

26



BAB I11
METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk mendukung kelancaran penelitian ini, pembuatan penelitian ini peneliti
memilih lokasi penelitian di kantor Subdit Gakkum Kepolisian Lalu Lintas,
Direktorat Penegakan Hukum yang terletak di Mt Haryono No.Kav. 37 - 38,
RT.6/RW.2, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12780. Direktorat lalu lintas adalah subbagian dari unit kerja
kepolisian yang menangani permasalahan penegakan aturan berlalu lintas di
jalan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena kepolisian lalu lintas merupakan
lembaga berwenang dalam hal penertiban kendaraan yang menggunakan strobo
dan rotator tanpa izin yang sesuai'dengan UU LLAJ. Penelitan ini dikerjakan dari
bulan Oktober 2022 hingga bulan Januari. 2023.
3.2 Sumber Penelitian

Untuk Mendukung penelitian ini, peneliti mengunjungi kantor subdit
gakkum Kepolisian Lalu Lintas, Direktorat Penegakan Hukum, serta mencari
kasus terdahulu dari sumber website dan media elektronik yang berhubungan
dengan topik pelanggaran strobo dan rotator. Pendekatan penulis lakukan disini
adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur
pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini

mempunyai karakteristik alami (natural serving) sebagai sumber data deskriptif,
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mementingkan proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian bercenderungan
dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna adalah hal yang essensial. *°

Objek pada penelitian kualitatif adalah objek alamiah, atau natural setting,
maka penelitian ini sering disebut penelitian naturalistic. Obyek yang alami
(obyek yang apa adanya), tidak dimanipulasi peneliti sehingga kondisi disaat
peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif
tidak berubah. Pada penelitian kualitatif peneliti instrumennya adalah Data
Penilangan. Untuk dijadikan instrumen peneliti harus memilki bekal teori dan
wawasan yang lebih luas, maka mampu bertanya, menganalisis, memotret dan
mengkonstruksi objek yang diteliti jadi lebih jelas dan bermakna. Data yang pasti
merupakan Kriteria dalam penelitian kualitatif. Data yang pasti adalah data yang
yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat,
terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap
tersebut. *°
3.3 Unit Analisis dan Bahan Penelitian

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke
dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dengan demikian maka data-
data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan.'’

Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah Undang-undang No. 22
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, adalah sebagai proses yang

merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis,

5 Moleong, j, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Bandung
2006 him. 7

'8 Sugiyono.. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung 2008

7 Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, CV remaja Bandung hal 2002.hal 11
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(ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan
tema pada hipotesis."® Jika diperhatikan, definisi kedua lebih menekankan maksud
dan tujuan analisis data, sedangkan definisi pertama lebih menitikberatkan
pengorganisasian data.

Teknik analisis dipergunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Kita
menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data didapat dari seluruh
informasi dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen dengan bertahap. Peneliti
melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan
verifikasi setelah pengumpulan data dan pencatatan data. Analisis penelitian dapat
saat proses pengumpulan data, ataupun setelah data-data terkumpul.

Wawancara, observasi, dan analisis dokumen dilakukan untuk pengumpulan
data menggali informasi dan data dari berbagai sumber atau responden.

Reduksi data dilakukan dengan mengortir data yang diperoleh karena data
hasil wawancara bersifat sangat luas informasinya dan cendrung masih mentah.
Dengan ini kita dapat memilih laporan hasil wawancara yang lebih tepat, dan yang
kurang tepat kita buang. Langkah reduksi data ada beberapa tahap.'® Tahap
pertama yaitu proses editing, pengelompokkan, dan peringkasan data. Tahap
kedua yaitu menyusun kode-kode dan catatan-catatan tentang yang berkaitan
dengan data apa yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat menentukan tema-
tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Pada tahap terakhir proses
mereduksi adalah menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-

penjelasan mengenai tema, pola, atau kelompok bersangkutan.

'8 Bogdan dan Taylor.. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remadja Karya, Bandung 1975.
" https://www.kbbi.co.id/arti-kata/reduksipengertian reduksi diakses pada tanggal 11
desember2022 puku 7.29.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembuatan penelitian ini, data didapat dari data primer dan sekunder.
Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder diambil lewat
perantara atau pihak yang melakukan mengumpulkan data itu dahulu. Sumber
data primer meliputi observasi, dimana observasi dilakukan di Direktorat lalu
lintas Polri. Adapun sumber data sekunder melalui data hasil sidang tilang yang
sudah tetap kekuatan-hukumnya.
Teknik Pengumpulan data:
Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan suatu teknik/ cara mengumpukan data
dengan melakukan pengamatan langsung pada kegiatan yang terjadi. Observasi
dilakukan supaya lebih akurat, mencatat fenomena tersebut. Dari Observasi, akan
mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga - dipercleh manfaat dan
pemahaman atau sebagai alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi
keterangan yang diperoleh sebelumnya. 2

Observasi ini dilakukan peneliti. Observasi ini dilakukan selama penelitian
untuk mengoptimalkan data tentang tindakan dan pencegahan pelanggaran lalu
lintas, dalam menertibkan kendaraan roda dua dan roda empat dalam penggunaan
strobo dan rotator di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Wawancara

Wawancara yaitu percakapan bermaksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh

dua pihak, vyaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Pewawancara

20 Nana Syaodih Sukmadinata Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Remaja Rosdakarya,
Bandung 2003
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memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas
pertanyaan itu.?

Teknik wawancara yang dipakai pada penelitian ini yaitu wawancara
mendalam. Wawancara mendalam adalah cara mengumpulkan data atau informasi
dengan langsung bertatap muka dengan informan. Ini bermaksud untuk
mendapatkan gambaran lengkap terhadap topik. Wawancara di penelitian ini
untuk mendapatkan data dan informasi mengenai sanksi penggunan strobo dan
rotator yang tidak sesuai dengan aturan UU LLAJ.

Data yang dikumpulkan, adalah dokumen-dokumen mengenai penegakan
hukum berupa tilang dari para pelanggar lalu lintas yang melanggar aturan strobo
dan rotator dalam UU LLAJ. :

Dalam penelitian, peneliti akan melakukan wawancara kepada bapak Ipda

Witoyo, NRP 79021087 yang memberikan informasi dan kontribusi dalam

penelitian ini. Beliau adalah anggota Kepolisian Lalu Lintas, di kantor Subdit

Gakkum Polda Metro Jaya. Yang menjadi subjek di penelitian ini. Serta

Pengemudi Ojek online, yang berhubungan langsung dengan komunitas

escorting Ambulance. vaitu Okky Lukman Supriadi yang memiliki

pengalaman dalam pengawalan ambulance, wawancara dilakukan di kantor

Subdit Gakkum Kepolisian Lalu Lintas Polda Metro jaya yang berlokasi di

JI. Tebet Barat Dalam IX A No. 5, RT/RW. 001.006, Tebet Barat, Kec. Tebet,

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pukul 13.00 s.d. pukul 13.35 wib. Pada

hari Jumat tanggal 9 Desember 2022. Wawancara dengan Okky Lukman

2! Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif,: Remaja Rosdakarya. Bandung, 2005
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Supriadi, dilakukan diruang RB 201 Universitas Satya Negara Indonesia,
yang beralamat di Jalan Arteri Pondok Indah No. 11 Kebayoran Lama
RT/RW. 004/002, Kebayoran Lama Utara, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12240 pada hari Rabu 16 November 2022 pukul 18.00,sampa pukul 19.30

wib.

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan
data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen (tertulis,
gambar, dan elektronik). Dokumentasi merupakan melengkapai penggunaan
metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif. Dokumen-dokumen
dari narasumber akan membuat hasil penelitian dari obeservasi/wawancara lebih

kredibel dan dapat dipercaya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

Strobo dan Rotator merupakan lampu sinyal atau lampu isyarat yang
digunakan oleh kendaraan yang diizinkan UULLAJ pasal 134. Pada kenyataannya
masih banyak kendaraan sipil atau kendaraan non pemerintah yang menggunakan
Strobo dan Rotator, dan jelas melanggar hukum serta menimbulkan gangguan
bagi para pengguna jalan. Dari penelitian ini dapat diketahui besarnya atau
tidaknya kesadaran masyarakat untuk mematuhi UULLAJ. Dengan rumusan
masalah yaitu, Apa Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Strobo Dan Rotator dan
Bagaimana Pengunaan Rotator dan Strobo Dalam. Ketentuan Hukum Yang
Berlaku.? Penelitian ini dilakukan di Subdit Gakkum Kepolisian Lantas Polda
Metro Jaya, yang beralamat di ‘JI. Letjen. M.T. Haryono N0.58-59, RT/RW.
001/006, Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan di ruang
RB 201 Universitas Satya Negara Indonesia, yang beralamat di JI. Arteri Pondok
Indah No. 11 Kebayoran Lama RT/RW. 004/002, Kebhayoran Lama Utara, Kota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan Okky Lukman Supriadi, selaku pengendara
ojek online, pada Rabu 16 November 2022. Penelitian dilaksanakan pada, Kamis
9 Desember 2022. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan
wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengunjungi kantor Subdit Gakkum
Kepolisian Lalu lintas polda metro jaya, dengan bapak Ipda Witoyo dan

Pengemudi ojek online yang memilki pengalaman dengan komunitas escorting
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ambulance, serta dengan pengemudi ojek online yang memiliki pengalaman

dengan komunitas escorting ambulance.

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT LALU LINTAS

Tabel 2. Rekapitulasi Data Pelanggaran Lalu Lintas Rotator dan Sirene, Jajaran
Dit Lantas Polda Metro Jaya Polisi Daerah Metro Jaya Direktorat Lalu Lintas.
Data dibawah ini merupakan data tilang tahun 2017.

PENINDAKAN

NO. SAT PENINDAK JUMLAH TILANG TEGORAN
1. |JAKARTA PUSAT 7 5 2
2. |JAKARTA UTARA 2 1 1
3. |JAKARTA BARAT 13 12 1
4. |JAKARTA SELATAN 12 10 2
5. |[JAKARTA TIMUR 6 3 8
6. |TANGERANG KOTA 4 3 1
7. |TANGERANG KABUPATEN 3 1 2
8. |BEKASIKOTA 2 2 0
9. |BEKASI KABUPATEN 0 0 0
10. |DEPOK 0 0 0
11. |BANDARA SUTA 1 1 0
12.  |PELABUHAN TG. PRIOK 1 1 0
13. |SUBDIT BIN GAKKUM 33 33 0
14. |SAT PATWAL 12 12 0
15. |SAT GATUR 1 1 0
16. |SAT PJR 27 27 0
JUMLAH 124 112 12

Sumber: Subdit Gakkum Polda metro jaya

Tabel diatas, merupakan data penilangan pelanggaran strobo dan rotator yang
peneliti dapatkan dari subdit gakkum Polda metro jaya.
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Dalam proses berkendara pastinya pengendara harus taat oleh penyelenggara
negara bidang lalu lintas yang akan mengatur pengguna jalan selalu aman dalam
perjalanan kemanapun. Serta taat pada aturan yang hukum yang berlaku yaitu
UULLAJ. Dari hasil wawancara pada petugas Kepolisian Lalu Lintas bagian
penegakan hukum Bapak Ipda Witoyo, mengatakan bahwa;

“Untuk pengunaan Strobo dan Rotator pada kendaraan roda dan roda
empat bila hanya untuk kebutuhan komunitas dan tidak dibawa ke
wilayah jalan raya untuk sekedar hobbi tidak masalah, namun tidak
dibenarkan bagi kendaraan sipil menggunakan alat tersebut,termasuk
komunitas ojek online escorting ambulance yang memang beralasan
darurat karena jelas melanggar UU.No 2 tahun 2022, pasal 106 ayat 4
butir f tentang jalan. Selain itu karena kurang pengguna jalan dalam
memahami UULLAJ.”

Peneliti juga mewawancarai pengendara Ojek Online Okky lukman supriadi
mengatakan bahwa:

“Bahwa saya menyetujui akan bahaya penggunan Strobo dan Rotator
untuk kendaraan roda dua dan roda empat, karena justru dapat
menimbulkan kecelakaan dan merugikan orang lain, serta hal ini tidak
dapat dibenarkan UULLAJ.”

Dari hasil informasi yang peneliti peroleh dari, Ipda Witoyo selaku
koordinator bidang penegakkan hukum lalu lintas Polda Metro Jaya,
peneliti dapat memahami mengapa pengendara sepeda motor dan mobil
masih menganggap remeh penggunaan Strobo dan Rotator, yang dapat
menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lain.

Dari hasil wawancara dari kedua responden tersebut, bahwa kedua
narasumber sepakat mengenai larangan memakai Strobo dan Rotator,
karena dapat membahayakan dan merugikan pengguna jalan lain. Namun
hal itu juga harus menjadi perhatian khusus pengendara dan Kepolisian
Lalu lintas, dengan mengedepankan sikap kooperatif.
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Gambar 4.1 Mobil Satpol PP

Pemakaian lampu rotator Satpol PP sudah ditetapkan dengan berwarna hijau. Ini
diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 331.1/5411/SJ
mengenai penggunaan lampu isyarat dan sirene. Mobil Satpoll PP yang bertugas
khusus didaerah pulau Jawa sekarang mamakai strobo dan rotator hijau.

Gambar.4.2 Mobil Kepolisian Tugas Umum

Mobil kepolisian tugas umum diatas ini menggunakan strobo dan rotator berwarna
biru yang memang diperuntukkan salah satunya untuk petugas kepolisian dalam
tugas patroli dan pengejaran tindak kejahatan.
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Kepolisian lalu lintas, menggunakan strobo dan rotator biru dalam menjalan
operasi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.
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4.2 Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Strobo Dan Rotator

Setelah didapatkan data-data, melalui penelitian, wawancara, dan observasi
maupun dokumentasi, peneliti menganalisis data yang ditemuan. Peneliti juga
menjelaskan tentang hasil-hasil dari penelitian mengenai Strobo dan Rotator dan
mengetahui bagaimana sudut pandang penggunaan Strobo dan Rotator dari kedua
belah pihak yaitu pengemudi Ojek online dan Kepolisian Lalu Lintas. Dari teknik
analisa data penelitian ini diterangkan menggunaan metode kualitatif. Adapun
data-datanya sebagai berikut:

1. Sanksi bagi kendaraan yang menyalahgunakan Strobo dan Rotator. Untuk
pengendara yang memang kedapatan dalam operasi penilangan atau
pelanggaran kasat mata, menggunakan strobo dan rotator ,yang memang
bukan kendaraan yang dalam pengertian UULLAJ, tidak mendapatkan
keistimewaan sesuai pasal 134, maka dikenakan-sanksi berupa tilang dan
pemusnahan barang bukti dipengadilan, setelah divonis bersalah. Serta
dalam Pasal 3, PP No. 43 tahun 1993, Pasal 3,yang berbunyi: (1)
Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang
bersifat perintah dan/atau larangan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri
dan diumumkan dalam Berita Negara. (2) Perintah dan atau larangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-

rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

2. Upaya Kepolisian Lalu Lintas dalam mengurangi Peggunaan Strobo dan

Rotator.
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Dari observasi dan wawancara, dimenemukan upaya yang dilakukan
Kepolisian Lalu Lintas dalam menekan angka penggunaan Strobo dan
Rotator di jalan raya khususnya wilayah Polda Metro Jaya. Hal ini terlihat
dari data angka dan jumlah yang ditilang dibawa ke pengadilan dan
dimusnahkan. Ini merupakan usaha kepolisian lalu lintas yang sungguh-
sungguh dalam menegakkan UULLAJ. Masyarakat pun makin tinggi
tingkat kesadarannya dalam berlalu lintas, dan makin bertambah akan
pengetahuannya mengenai UULLAJ, terutama mengenai pasal 59
UULLAJ.

Kepolisian Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya membutuhkan
partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib berlalu lintas, karena hal
ini dibutuhkan dalam pelaksanaanya. Serta pengawasan lebih dijalan yang
lebih ditingkatkan.

. Upaya kepolisian Lalu lintas Meningkatkan kesadaran berlalu lintas.

Penyuluhan dan Sosialisasi oleh Kepolisian Lalu Lintas, terhadap
komunitas kendaraan roda dua khususnya guna mengutamakan
keselamatan berlalu lintas. Dalam menjalankan fungsi kepolisian sebagai
pelindung dan pengayom masyarakat, kepolisian terutama satuan lalu
lintas sering kali mengunjungi berbagai komunitas atau membuat dan
menyelenggarakan acara yang bertujuan mengkampanyekan pentingnya
safety riding yang tidak jarang acara ini ditujukan komunitas ojek online
yang sering menggunakan Strobo dan Rotator dalam mengawal

ambulance. Serta memeberikan pengetahuan lebih dalam mengenai hak
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dan kewajiban pengguna kendaraan. Terutama dalam penggunaan Strobo
dan Rotator. Dan tidak jarang pihak Kepolisian Lalu Lintas, untuk
menambah wawasan dan kesadaran pengguna jalan.

. Menumbuhkan Kepatuhan hukum dan efek jera dalam berlalu lintas.

Salah satu cara  Kepolisian Lalu lintas dalam menumbuhkan
kepatuhan berkendara dijalan dengan melakukan giat operasi kepolisian,
dalam kegiatannya Kepolisian Lalu Lintas mengawasi para pengguna jalan
di titik jalan tertentu dan memberhentikan bila ada pelanggaran kasat mata,
terutama kendaraaan roda empat dan roda dua yang menggunakan Strobo
dan Rotator. Operasi seperti ini harus dilakukan secara rutin agar
pengguna jalan dapat tumbuh rasa kepatuhan dalam berkendara.

Selain itu scara prefentif dan represif dapat ditempuh untuk mengatasi
kendala yang dihadapi oleh Polantas dalam penegakan hukum
terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya penggunaan strobo dan
rotator. Tindakan represifnya berupTindakan prefentif merupakan
tindakan awal yang dilakukan pihak Polantas demi mencegah pengendara
lalu lintas melakukan pelanggaran.

wewenang Kepolisian pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2002 memberikan kewenangan pada Kepolisian
Republik Indonesia yaitu membina masyarakat menumbuhkan kesadaran
hukum, dan ketaatan masyarat kepada hukum.

Langkap Prefentif telah dijalankan OLEH Polantas Polresta

Pekanbaru, vyaitu: a. Anggota Polantas menyelenggarakan Dikmas
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(Pendidikan Masyarakat), harapannya adalah tercipta koordinasi antar
Polantas dan masyarakat demi mendorong kesadaran hukum masyarakat.
Pemberian penyuluhan hukum pada masyarakat tentang UU Nomor
22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini dilakukan di
kampus-kampus, sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan, dan kursus
mengemudi, juga dilakukan penyuaraan kepada penggunaan sirene dan
lampu rotator khususnya, dengan pemasangan. spanduk dan penempelan
dan pembagian stiker. b. Melaksanakan patroli rutin lalu lintas. Polisi
lalu lintas sebagai penegak hukum mesti memberikan contoh tauladan
kepada masyarakat dalam lalu lintas. Demi kepentingan profesi, wibawa
juga mesti dijaga. Kepercayaan diri penting untuk menegakkan hukum
tentang pemakaian strobo/ dan ‘rotator. Pihak - yang berwenang juga
memperbaiki atau menambah tanda/rambu jalan dan menata terminal,

halte, dan tempat parker.

4.3 Pengunaan Rotator dan Strobo Dalam Ketentuan Hukum Yang

Berlaku di dalam UULLAJ

Sikap dan kesigapan penegak hukum mempengaruhi penegakan hukum.

Kewenangan dan tanggung jawab untuk penegakan hukum diberikan kepada

aparat. Petugas satuan lalu lintas menjadi aparat penegak hukum disini. Diantara

hambatan dalam menegakkan hukum adalah anggota konvoi yang berani tidak

mematuhi aturan yang ditetapkan. Selain itu pelanggar lebih banyak jumlahnya

dari petugas. Kesenjangan ini berakibat tidak baik, menyebabkan pemberian

toleransi atau pembiaran yang terpaksa dilakukan oleh petugas kepada kendaraan

konvoi/ iring-iringan walaupun dikawal pihak satlantas.
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Pengeluaran perizinan dalam pengawalan kendaraan dalam kebutuhan
pengawalan yang dilakukan oleh pihak manapun yang secara undang-undang
memang tidak diizinkan namun membutuhkan pengawalan maka harus
mendapatkan izin dari satuan patroli jalan raya kepolisian, atau bidang penegakan
aturan lalu lintas berupa surat atau permohonan agar dapat melaksanakan konvoi,
oleh kepolisian lalu lintas berupa kawal motor atau mobil kepolisian lalu lintas.
Hal ini juga sama hal nya dengan komunitas escorting ambulance seperti hasil
wawancara peneliti dengan pengendara ojek online yang memiliki pengalaman
dengan komunitas escorting ambulance, agar memilki legalitas dalam kegiatan
pengawalan. Dengan demikian komunitas escorting ambulance dapat mengawal
pasien dengan aman sampai tujuan. Pemakain jalan perlu mengetahui bahwa
penggunaan lampu rotator dan lampu strobe, dan sirene tidak boleh sembarangan.
Tidak boleh digunakan secara asal-asalan karena ada aturannya yaitu Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009. Pasal 287 ayat 4, bahwa setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor seperti itu di jalan melanggar ketentuan
mengenai penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar. Orang yang
memakai perangkat tidak diizinkan harusnya termasuk kategori pidana. Jalan
diproritaskan  untuk kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bekerja
memadamkan api atau kerjaan lainnya. Setiap pengguna jalan diharapkan tidak
menghalangi lalu lintas kendaraan tersebut. Pejabat yang menggunakan jalan tidak
terkecuali. Kendaraannya juga harus mengalah. Yang kedua, yang diprioritaskan
adalah ambulans pembawa orang sakit. Plat RF dikhususkan, diprioritaskan
karena mempunyai plat khusus, lembaga Negara.

Saat konvoi anggota kepolisian, diberi toleransi dalam penggunaan lampu

kelap-kelip seperti strobe, rotator, dan sirene. Itu tindakan pencegahan supaya
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pengendara lain tidak ada yang menyusup ke iring-iringan rombongan.
Lampu itu menandakan bahwa kendaraan tersebut termasuk anggota konvoi.
Konvoi dilarang dikutil oleh pengendara lain, berpeluang menimbulkan
kecelakaan.

Selesainya kegiatan konvoi begitu, anggota konvoi dihimbau kembali

oleh petugas kepolisian agar mencopot lampu isyarat tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dari penelitian, saya simpulkan bahwa pihak kepolisian lalu lintas telah
menggunakan cara yang efektif untuk mengurangi penyalahgunaan Strobo dan
Rotator, meskipun selama ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti
melakukan penyuluhan dan komunikasi secara rutin, melakukan razia atau
operasi kepolisian secara maksimal dan melalukan peneguran apabila terjadi
pelanggaran kasat mata. Polisi Lantas Polda Metro Jaya telah melakukan hal-
hal untuk mengatasi rintangan penegakan hukum bagi pelanggaran penggunaan
sirene dan lampu rotator. //misalnya dengan.memberikan pendidikan/
pembinaan atau penyuluhan. ' Sosialisasi dengan mengadakan seminar dan
menyurati instansi- atau organisasi masyarakat -~ juga dilakukan mengenai
penggunaan sirene dan lampu rotator. Sikap tegas juga telah dilakukan dari
pimpinan dalam menindak anggota yang mengganggu proses penegakan

hukum lalu lintas tersebut.

2. Tindakan ‘ini juga disetujui oleh berbagai komunitas, terutama komunitas
escorting ambulance. Kedua belah pthak memiliki persamaan pandangan
bahwa penggunaan Strobo dan Rotator memang membahayakan dan tidak
diperkenankan bagi kendaraan sipil. Maka dari itu dibituhkan kerjasama antara
masyarakat,dan pihak kepolisian agar UULLAJ dapat, dan bermanfaat bagi

pengguna jalan.
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3. Penegakan hukum kepada pelanggar lalu lintas yang memodifikasi

kendaraannya dengan menambah perlengkapan aksesoris seperti lampu
rotator atau strobodan sirene  ketika mengikuti  konvoi tidak dapat
dilakukan dengan maksimal, toleransi diberikan serta pembiaran yang
dilakukan oleh pihak kepolisian dengan alasan anggota iring-iringan dalam
keadaan tertentu, seperti perayaan atau peringatan hari tertentu. Konvoi
tersebut dilakukan saat pekan politik pemilihan  caleg atau presiden. Ada
juga konvoi yang  dilakukan oleh supporter sepakbola. Pihak kepolisian
merasa kesulitan karena kesadaran hukum pengendara kurang. Kurangnya
jumlah petugas di lapangan dibanding dengan jumlah pelanggar. Adanya
kekurang tegasnya sikap beberapa pihak kepolisian menghadapi pelanggar
konvoi tersebut. Ada yang menggunakan lampu isyarat seperti rotator atau
strobodan sirene. Kita ' menyadari bahwa ada sikap toleransi atau

pemakluman/ pembiaran atas euporia dalam pemakaian strobe dan rotator.

. Ada beberapa faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap
pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi, diantaranya adalah faktor
penegak hukum dan faktor masyarakat. Kedua faktor ini masing-masing
berperan. Faktor penegak hukum berperan disebabkan adanya sikap kurang
tegas dari beberapa aparat kepolisian dalam menyikapi kondisi atau fakta
yang terjadi di lapangan. Penyebab lain adalah pemberian toleransi oleh
aparat kepolisian, sebagai bentuk diskresi kepolisian. Kekurangan personel
dari aparat kepolisian juga termasuk faktor dari penegak hukum itu sendiri.

Penyebab lain adalah karena lemahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh
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masyarakat. Kesadaran hukum ini yang berperan dalam faktor dari
masyarakatnya. Jika masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi
maka faktor dari penegak hukum tidak akan banyak mempengaruhi

penegakan hukum itu sendiri.

5.2 Saran

Peneliti berikan saran-saran kepada komunitas escorting ambulance atau

pengguna jalan dalam menghadapi situasi darurat dijalan atau kegiatan berlalu

lintas, serta untuk menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya

keselamatan berkendara.

1.

Adapun saran yang diharapkan bagi para pembaca:

Bagi - pihak Kepolisian lalu lintas = diharapkan dapat lebih banyak
mensosialisasikan 'mengenai bahayanya pengunaan Strobo dan Rotator, serta
dampak buruknya dengan cara yang dapat diterima semua kalangan.
Terutama kalangan anak muda yang masih awam dengan program safety
riding ke sekolah-sekolah atau di pusat pusat keramaian publik, selain itu
lebih mengenalkan UULLAJ terutama pasal 134 mengenai kendaraan khusus
yang boleh memakai Strobo dan Rotator.

Bagi para pengendra dan komunitas, harus lebih dapat menaati aturan,
terutama aturan UU.no.2 tahun 2022, tentang jalan pasal 106 ayat 4 poin f,
mengenai sepeda motor dan lebih menghargai pengguna jalan lain, karena
bahaya yang ditimbulkan seperti kecelakaan dan merugikan pengguna jalan

lain.
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Bagi masyarakat yang membutuhkan, pengawalan khusus atau jasa escorting
atau satuan PJR (patroli jalan raya) kepolisian lalu lintas di kantor polisi
terdekat. Kepolisian telah menyediakan jasa pengawalan untuk seluruh
masyarakat tanpa terkecuali.
Untuk kebutuhan pendidikan atau sebagai bahan motivasi, dikarenakan
UULLAJ dan beerkendara sangatlah - penting.Dibutuhkan peran lembaga
pendidikan dalam  mensosialisakan pentingnya keselamatan berkendara
dijalan. Serta peran berbagai stakeholder dalam mengatasi permasalahan ini.
. Diberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelanggar lalu lintas ataupun
kepada orang-orang yang melindungi pelaku pelanggaran supaya tujuan dari
penegakan hukum dapat terlaksana.
. Aparat sebagai pengatur lalu lintas dan Angkutan Jalan harusnya melakukan
koordinasi dengan pihak lain, seperti pemangku kepentingan lainnya serta
dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar mengatasi masalah
penegakan hukum kepada pelanggar lalu lintas khususnya kepada pelanggar
penggunaan sirene/ lampu rotator.
. Para penegak hukum khususnya petugas kepolisian yang bertugas di
lapangan harus memperhatikan hal-hal berikut agar suatu penegakan
hukum efektif, hal-hal dimaksud adalah:
a. Mengurangi tindakan pembiaran yang berdalih diskresi kepada pelanggar
lalu lintas seperti kendaraan modifikasi khususnya dalam penggunaan

lampu rotator atau strobo lamp dan sirene.

47



b. Sikap tegas harus lebih diperlihatkan oleh aparat kepolisian dalam
menyikapi suatu kondisi terhadap pengendara yang menggunakan lampu
isyarat seperti lampu rotator atau strobo dan rotator

c. Menindak tegas usaha jual beli lampu rotator atau strobe lamp dan sirene.
Dimaksudkan agar alat-alat tersebut disalahgunakan oleh kendaraan sipil.
Sebaiknya diberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat
terutama kepada komunitas otomotif agar bias tertib saat konvoi.

Diharapkan kesadaran —hukum pengguna jalan ditingkatkan dalam

memanfaatkan fasilitas jalan yang ada, lehih tertib dan taat terhadap peraturan

lalu lintas. Lebih khusus untuk tidak menggunakan lampu isyarat di

kendaraan pribadi. Jika disalahgunakan dapat merugikan/ mencelakai

pengendara lain. Pancaran dari ‘lampu isyarat itu sangat terang dan
menyilaukan karena lampunya sangat terang. Kecelakaan pada kendaraan lain
bisa terjadi. Dengan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat bisa
menciptakan situas yang kondusif. Hal tersebut bisa mewujudkan tujuan lalu
lintas itu sendiri. Seperti yang kita ketahui tujuannya adalah untuk ketertiban,

keamanan, kelancaran, dan keselamatan.
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Lampiran 3. Data Pelanggaran Lalu Lintas Rotator dan Sinrene Jajaran DIT
Lantas Polda Metro Jaya

POLRI DAERAH METRO JAYA

DIREKTORAT LALU LINTAS

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS ROTATOR DAN SIRENE
JAJARAN DIT LANTAS POLDA METRO JAYA

JENIS WAKTU DAN
NO SAT NO. KENDARA TEMPAT pRMVA ALAMAT KET
| PENINDAK POL PELANGGAR
AN PELANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1. SATWIL MINIBUS JL. DI PANJAITAN ALIEF HADI BUKIT DURI 32879708/
JAKTIM 30/08/2013
2. SATWIL MINIBUS JL. DI PANJAITAN DARUL AQSHA TANGERANG 3285337B/
JAKTIM 30/08/2013
3. SATWIL MINIBUS JL. DI PANJAITAN CHAERUDIN JL PEGANGSAAN Il 32875798/
JAKTIM 30/08/2013
4. SATPIR B 1265 MINIBUS / JLTOL'WIYOTO SAMSUNANDAR JL. JAMPEA LORONG | 3760816 B/
SFG NISAN LIVINA | WIYONO 20/ 101 B RT 04/08 13/12/2013
KOJA JAKUT
5. SAT PJR B 1499 JEEP / JLTOL WIYOTO MUHAMAD NUH | JLBULAKTINGGI NO. | 3760814 B/
KIH MITSUBISHI WIYONO 43 RT 06/16 13/12/2013
PAJERO JATIRAHAYU BEKASI
SPORT
6. SUBDIT B2315J1 | MINIBUS/T. | PANCORAN - DRS. H. YOS DIDI' | JL ROROTAN IX GG 3853902 B/
GAKKUM AVANZA JAKSEL ROSJIDI, MM 5/1 RT 10/07 JAKUT 13/12/2013
7. SUBDIT B 1509 UJI| JEEP/ JLRE MUSLIM DS KARANG KEMIRI 3857095 B /
GAKKUM PAJERO MARTADINATA RT 03/02 PEKUNCEN | 20/12/2013
BANYUMAS
8. SUBDIT B351HH | JEEP/ JLRE JOHANES JL. P. JAYAKARTA 3857032 B/
GAKKUM WRANGLER MARTADINATA DJOHARI MANGGA DUA SEL 20/12/2013
9. SUBDIT B 9949 DOUBLE PONDOK INDAH DENNY SUTAN JLPERJUANGAN TIM | 3856197
GAKKUM BTA CABIN/ FORD NO. 7 KAYU PUTIH 03/01/2014
10. SUBDIT B 5788 HARLEY PONDOK INDAH BADRU BIN TANGERANG 3857604 B /
GAKKUM DAVIDSON OTONG SELATAN 03/01/2014
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Lampiran 4. Berikut daftar wawancara dengan bapak Ipda Witoyo selaku kasi

gakkum

Wawancara 1

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana Upaya Kepolisian
Lalu lintas dalam menegakkan
hukum dalam pengunaan strobo
& Rotator.?

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian
lalu lintas dalam menegakkan hukum
tersebut dengan melakukan penilangan
dalam operasi razia dan diluar operasi
razia serta dilakukan penyitaan dan
pemusnahan setelah proses pengadilan.

2. Apa tanggapan pihak kepolisian
lalu lintas mengenai munculnya
komunitas escorting ambulance
yang tidak sesuai UULLAJ.?

Untuk club. atau komunitas kalau
sekedar  berkumpul atau hanya
menjalankan hobbi tidak bermasalah,
tetapi bila sampai melakukan aktivitas
yang jelas melanggar Undang-Undang
seperti -melakukan pengawalan,parkir
liar dan  bergerombol  sampai
menggangu pengguna jalan lain akan
ditindak oleh  pihak  kepolisian lalu
lintas.Tidak jarang petugas kepolisian

mendatangi komunitas tersebut
memberikan pembinaan dan
penyuluhan —mengenai  strobo dan
rotator

Apa sanksi tegas kepolisian lalu
lintas bagi kendaraan roda dua
dan roda empat yang melanggar
pasal 59 UULLAJ ?

Untuk kedua jenis kendaraan memilki
sanksi yang sama dalam penerapan
hukumannya dilakukan penilangan dan
serta  memerintahkan ~ pengendara
mencopot strobe dan rotator, stelah
menjalani sidang di pengadilan baru
barang bukti dimusnahkan.

4. Upaya apa saja yang dilakukan | Memberikan pengarahan dan
kepolisian lalu  lintas, dalam | penyuluhan serta pengetahuan kepada
mengurangi  kendaraan  yang | masyarakat ~ dengan memberikan
menggunakan strobo dan rotator.? | sosialisasi, kepada para pengendara di

berbagai komunitas otomotif yang
dilakukan oleh pihak kepolisian lalu
lintas.

5. Apa yang sebenarnya, membuat | Karena ada kententuan yang mengatur

kendaraan umum/sipil dilarang
menggunakan strobo dan rotator?

di UU LLAJ yang mengatur
penggunanan serta pelarangan
penggunaan strobo dan rotator terutama
pada pasal 59 UULLAJ
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Bagaimana usaha kepolisian lalu
lintas dalam mengurai kemacetan
bila dalam kondisi tertentu ada
kendarran yang harus diutamakan
dalam menjalankantugasnya,
walalupun sudah memakai lampu
isyarat dan sinyal dalam hal ini,
“Strobo dan Rotator.?

Dalam hal ini masyarakat harus
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
dalam berlalu lintas dan tidak lupa
saling meghargai dalam berkendara
karena ada hak orang lain, yang harus
dipenuhi dijalan raya.

Bagaimana dasar hukum sepeda
motor dalam penggunaan strobo
dan rotator?

Sepeda motor harus mengikuti aturan
dalam pengunnan strobo dan rotator
sama halnya dengan mobil di jlan raya,
namun sepeda motor mememilki aturan
khusus, di dalam Undang-Undang No.2
Tahun 2022.Aturan mengatur tentang
UU ini mengatur mengenai perubahan
dan penambahan beberapa ketentuan
mengenai Jalan Khusus, data dan
informasi.  Penyelenggaraan.  Jalan,
partisipasi masyarakat, dan penyidikan
oleh penyidik pegawai negeri sipil..
Terurtama pasal 106 ayat 4 huruf f.
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Lampiran 5. Daftar wawancara dengan pengendara Ojek Online Okky lukman
supriadi dari perusahaan Gojek JI. Kemang Timur No.21, RW.3 :

Wawancara 2

PERTANYAAN JAWABAN
. Dalam tugas mengawal Dalam tugas mengawal kami mengawal
ambulance biasanya ada berapa | kami  biasanya menurunkan  petugas

petugas kawal yang dibutuhkan.
Apa saja nama komunitas
escorting tersebut.?

berjumah 3-5 orang pasukan escorting.
Kami memiliki yang berbeda-beda, salah
satunya Pejuang rupiah dan Pantang pulang.

. Sejak kapan komunitas ini
berdiri dan bagaimana
masyarakat dapat menggunakan
jasanya.?

Komunitas inidapat digunankan semua
kalangan bagi siapa saja yang membutuhkan
jasanya dengan mendatangi kantor gojek
dan menyatakan bahwa membutuhkan
bantuan escorting ambulance. Komunitas ini
didirikan pada tahun 2011.

. Apa saja sanksi yang dikenakan
oleh pihak Kepolisian lalu lintas
mengenai masalah escorting
ambulance ini. Apakah ada
perlakuan kasar dari petugas
kepolisian.

Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar ada
berupa teguran tertulis,dan berupa tilang.
Tidak ada perlakuan kasar dari,anggota
kepolisian semua dilakukan secara humanis.

. Selain faktor hukum dan aturan
ada kah yang memang tidak
mengizinkan beroperasi,
bagaimana sikap kepolisian lalau
lintas dalam menghadapi
komunitas escorting ini.?

Sikap  polisi-— ketika bertemu hanya
memberikan himbauan, tidak ada perlakuan
kasar atau arogan, tidak jarang juga
membubarkan iring-iringan. Namun tidak
jarang kami sering diberhentikan dijalan-
jalan protocol.

. Apakah menurut saudara sendiri
setuju bila komunitas ini
melanggar hukum?

Ya setuju komunitas ini melanggar hukum,
karena tidak sesuai dengan UULLAJ.
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